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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, 
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja 
Desa Bidang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh langsung dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Bagian 
Pemerintah Desa yang terdapat dalam Laporan Keuangan Desa Tahun anggaran 
2016. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yang 
merupakan metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan 
tujuan penelitian, dimana kriteria sampel yang digunakan adalah Desa-desa se-
Kabupaten Sukoharjo yang sudah mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa  sampai pada bulan Desember 2016. Dengan 137 data dianalisis 
dengan metode regresi linear berganda program SPSS 21.00. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap 
Belanja Desa Bidang Kesehatan. Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 
Desa Bidang Kesehatan. 
 




This research aims to examine an influence of Village Local Revenue, Village 
Fund, Village Allocation Fund, and Tax Revenue and Levy on Health Village 
Expenditure. The research used secondary data from Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo through Bagian Pemerintah Desa based on Financial 
Village Report on fiscal year 2016. The sample methodin this study used purpsive 
sampling that is a method of sampling on certain criteria consistent with the 
objectives of research. This study elaborate 137 village as a sample and it’s 
analyzed by linear regression analysis. The result shows Village Local Revenue 
has a significant influence to the Health Village Expenditure. While the Village 
Fund, Vilage Alocatin Fund, and Tax Revenue and Levy have no significant 
influence to Health Spending Village Expenditure. 
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Menurut Dr. Mas’ud Said (2007), dalam tata pemerintahan Indonesia, 
Desa berada pada level yang paling bawah. Desa harus mendapatkan perhatian 
dari Negara dan birokrasi Negara hal ini dikarenakan kebanyakan rakyat 
Indonesia tinggal di  desa. Sebuah bangsa dapat dikatakan sejahtera atau tidak, 
adil atau tidak, bermartabat atau tidak, jika masalah elementer di wilayah desa 
dapat diatasi. Sehingga secara akademik, desa merupakan unit yang paling relevan 
untuk dipelajari. 
Rianti Pratiwi dan Dr. Roekhudin (2016), menyatakan bahwa pemerintah 
desa sebagai pengelola dan pemangku kebijakan di desa harus dapat 
menyelenggarakan pengelolaan secara professional, efektif dan efisien, serta 
akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar 
terhindarkan dari tindakan yang kurang bemoral seperti penyimpangan, 
penggelapan, penyelewengan, dan tindakan korup lainnya. Pengelolaan keuangan 
meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. Laporan keuangan desa adalah bentuk 
transparansi pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik untuk 
mendukung adanya akuntabilitas. 
Alfattah Akbar J dan Agus Prastyawan (2016), menyatakan di era otonomi 
daerah pemerintah desa diberi kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Desa (PADesa) sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk melatih kemandirian 
setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga 
perekonomiannya menjadi lebih baik 
Kementerian Komunikasi dan Informasi (2016) menjelaskan bahwa 
pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa  kepada pemerintah 
desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 
Kemudian pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga melakukan penyaluran kepada 
Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).  
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Salah satu wilayah di Indonesia yang ikut melaksanakan pemberdayaan 
desa adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah yang sebagian 
wilayahnya merupakan pedesaan dengan jumlah desa 7.809 desa. Dari 7.809 desa 
Kabupaten Sukoharjo memiliki 150 Desa dari 12 Kecamatan dan 17 Kelurahan 
(http://jateng.bps.go.id/, diakses pada tanggal 1 Oktober 2016). 
Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Kementerian 
Kesehatan, pemberdayaan masyarkat bidang kesehatan merupakan bagian dari 
potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan yang menjadi input dalam 
menentukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan. Untuk 
memaksimalkan potensi dan memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan 
pembangunan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, maka perlu dipahami 
lingkungan strategis nasional seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. Desa akan mendapatkan kucuran dana bersumber 
APBN rata-rata Rp. 1 Miliar per desa setiap tahunnya. Kucuran dana sebesar ini 
akan sangat besar artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa.  Peningkatan 
status kesehatan masyarakat merupakan tujuan indikator Kementerian Kesehatan 
bersifat dampak yang akan dicapai dengan meningkatnya upaya peningkatan 
promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas 
peneliti termotivasi untuk meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), 
Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-
Kabupaten Sukoharjo). 
 
2. METODE  
2.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitaif, yaitu metode yang 
digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh 
Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan dengan cara perhitungan 




2.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
Populasi dalam penelitian ini adalah Desa-desa se-Kabupaten Sukoharjo 
yang meliputi 150 Desa. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling, yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan 
tujuan penelitian, dimana kriteria sampel yang digunakan adalah Desa-desa se-
Kabupaten Sukoharjo yang sudah mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun 2016 sampai pada bulan Desember 2016. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data 
sekunder dari penelitian ini diperoleh langsung dari Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo melalui Bagian Pemerintah Desa yang berupa Laporan Keuangan Desa 
tahun 2016. 
2.3. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 
yang diperoleh langsung dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui 
Bagian Pemerintah Desa. Data sekunder yang digunakan adalah Pendapatan Asli 
Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi dan Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2016. 
2.4. Definisi Operasional Variabel  
2.4.1. Variabel Dependen 
Belanja Desa Bidang Kesehatan 
Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 
yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. 
Kebutuhan yang dimaksud meliputi pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, 
lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penelitian ini 
Belanja Desa Bidang Kesehatan diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. 
2.4.2. Variabel Independen 
2.4.2.1 Pendapatan Asli Desa 
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas 
Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 
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dibayar kembali oleh desa. Sedangkan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan 
yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
skala lokal desa. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Desa diketahui dari  
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. 
2.4.2.2 Dana Desa 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Dana Desa adalah 
dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 
daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini Dana Desa diketahui dari 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. 
2.4.2.3 Alokasi Dana Desa 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Alokasi Dana Desa 
(ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. ADD paling sedikit dialokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari 
dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pengalokasian ADD ditetapkan 
dengan peraturan bupati/walikota. Dalam penelitian ini Alokasi Dana Desa 
diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
2016. 
2.4.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menyatakan, Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 
Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan 
ketentuan 60% (enam puluh per seratrus) dibagi secara merata kepada seluruh 
Desa dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi 
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. Dalam penelitian 
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ini Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. 
2.5.Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Analisis regresi 
linier berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen 
terhadap veriabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Penelitian 
yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), 
Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang kesehatan yang akan diuji 
dengan tingkat signifikansi. Persamaan yang dihasilkan dari hubungan antar 
variabel tersebut adalah sebagai berikut: 
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + ε 
Keterangan: 
Y   = Belanja Desa bidang kesehatan 
x1  = Pendapatan Asli Desa 
x2  = Alokasi Dana Desa 
x3  = Dana Desa 
x4  = Bagi Hasil Pajak 
a  = Konstanta Regresi 
b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi 
ε  = error 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh desa tahun 
2016 di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan kriteria yang ditentukan diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 137 Desa di Kabupaten Sukoharjo.  Selanjutnya untuk 
menguji hipotesis dengan regresi linier berganda. Berdasarkan kriteria yang telah 







Penentuan Jumlah Sampel 
Sampel Jumlah 
Desa di Kabupaten Sukoharjo 150 
Desa yang tidak mengumpulkan Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 31 Desember 2016 
7 
Jumlah seharusnya 143 
Desa yang tidak menggunakan dana untuk belanja kesehatan 4 
Desa yang tidak memenuhi kriteria sehingga harus di outleyer 
(data ekstrim) 
2 
Jumlah sampel yang digunakan dan diolah 137 
Sumber: Data diolah penulis, 2017 
Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang diambil sesuai dengan kriteria 
diperoleh jumlah sampel sebanyak 137 desa.  
 
3.1 Hasil Penelitian 
3.1.1 Hasil Uji Normalitas 
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Teorema 
Limit Sentral (TLS). Menurut Damodar N. Gujarati (2006) teorema limit sentral 
ditunjukkan jika ada sejumlah besara variabel acak yang didistribusikan secara 
independen dan identik, maka dengan beberapa pengecualian (salah satu 
pengecualian adalah distribusi probabilitas Cauchy yang tidak mempunyai nilai 
rata-rata ataupun varians), distribusi dari jumlah variabel acak tersebut cenderung 
ke arah distribusi normal apabila jumlah variabel semacam itu bertambah sampai 
tak terhingga. Dalam prakteknya, tak peduli distribusi probabilitas apapun yang 
mendasari, rata-rata sampel dari besaran sampel yang terdiri dari sekurang 
kurangnya 30 observasi akan mendekati normal. 
3.1.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Dalam menguji ada tidaknya heterokesdastisitas dalam penelitian 
dilakukan uji Glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap 
variabel independen. Ada tidaknya heteroskesdastisitas diketahui dengan melihat 
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signifikansinya terhadap derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansinya > 0,05 
maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).  
3.1.3 Hasil Uji Autokorelasi 
Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi adalah uji Durbin-
Watson. Adapun untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi adalah dengan 
menggunakan metode Durbin-Watson yaitu dengan ketentuang sebagai berikut: 1) 
angka D-W antara 0 sampai 0,5 berarti ada korelasi positif; 2) angka D-W antara 
1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi; dan angka D-W antara 2,5 sampai 4 
berarti ada korelasi negatif (Ghozali, 2011). 
3.1.4 Hasil Uji Multikolinearitas 
Hasil uji ini dapat diketahui dari nilai Varians Inflantion Factor (VIF), jika 
nilai VIF tidak lebih besar dari 10 maka nilai toleransi > 0,01 maka tidak terjadi 
multikolinearitas (Ghozali, 2011). 
 
3.2 Hasil Uji Hipotesis 
3.2.1 Pengaruh PADesa terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan 
Dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,005 oleh karena itu H1 diterima, 
artinya Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 
Desa Bidang Kesehatan. Semakin besar Pendapatan Asli Desa akan semakin 
meningkat Belanja Desa Bidang Kesehatan karena dengan memiliki Pendapatan 
Asli Desa yang tinggi akan memungkinkan suatu daerah untuk memenuhi 
kebutuhan belanja sendiri dengan tidak terlalu tergantung terhadap pemerintah 
kabupaten. Sehingga pemerintah desa akan lebih berinovasi untuk menggali 
potensi yang dimiliki di desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa yang 
tinggi agar dapat memenunhi kebutuhan termasuk belanja desa bidang kesehatan 
yang merupakan kebutuhan rutin pemerintah desa. 
3.2.2 Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan 
Variabel DD dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,734 > 0,05 oleh karena 
itu H2 ditolak artinya Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
belanja desa bidang kesehatan. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang 
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ditransfer melalui anggaran dan belanja kabupaten/kota yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan baru 
diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa yang juga terkait dengan 
pengalokasian Dana Desa, saat ini Dana Desa di hampir setiap desa lebih banyak 
dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana, sehingga 
dimungkinkan alokasi belanja kesehatan lebih banyak diambil dari PADesa. 
3.2.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan 
Variabel ADD dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,707 > 0,05 oleh karena 
itu H3 ditolak artinya Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan. Alokasi Dana Desa merupakan dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi 
Dana Desa adalah dana yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah 
kabupaten/kota. Sehubungan dengan baru diimplementasikannya Undang-Undang 
tentang Desa yang juga terkait dengan Alokasi Dana Desa, saat ini Alokasi Dana 
Desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik 
dan sarana/prasarana, sehingga dimungkinkan alokasi belanja desa bidang 
kesehatan lebih banyak diambil dari PADesa. 
3.2.4 Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa 
Bidang Kesehatan 
Variabel BHP dapat dilihat dari signifikansi 0,747 > 0,05 oleh karena itu 
H4 ditolak artinya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap belanja desa bidang kesehatan. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
merupakan dana yang dibagihasilkan dari pemerintah kabupaten/kota terhadap 
pemerintah desa sesuai dengan prosentasi dari hasil kekayaan alam yang dikelola 
dan pajak yang diterima oleh pemerintah desa, akan tetapi di Kabupaten 
Sukoharjo, pembagian bagi hasil pajak dan retribusi menggunakan metode bagi 
rata sehingga tidak ada variasi pengaruh besaran bagi hasil pajak dan retribusi ini 
terhadap belanja kesehatan. Temuan ini tidak sejalan dengan teori yang 





Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil pengujian hipotesis secara 
parsial, variabel Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Desa Bidang Kesehatan. Sedangkan pengujian hipotesis Dana Desa, Alokasi Dana 
Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan.  
4.2.Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan 
dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, yaitu: 
1. Data penelitian hanya menggunakan 1 kabupaten, sehingga tidak 
mencerminkan kondisi pemerintah Kabupaten Jawa Tengah secara 
keseluruhan. 
2. Data yang digunakan hanya data sekunder data Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, perlu adanya tambahan data primer (kuesioner) 
dengan menggunakan sampel responden masyarakat desa penelitian untuk 
memperoleh data yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat 
desa. 
3. Data hanya menggunakan 1 tahun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa yaitu 2016 diperlukan adanya tambahan data time series. 
4. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel yang terkait dengan 
laporan keuangan desa, diperlukan adanya tambahan variabel yang terkait 
lainya. 
4.3.Saran 
Hasil dari penelitian ini, dapat digunakan oleh berbagai pihak terutama 
yang berhubungan dengan masalah Laporan Keuangan Desa. Beberapa saran dari 
peneliti, yaitu: 
1. Data penelitian tidak hanya menggunakan 1 kabupaten saja, sehingga dapat 
mencerminkan kondisi pemerintah Kabupaten Jawa Tengah secara 
keseluruhan dan dapat pula dibandingkan antar kabupaten. 
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2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan data sekunder dan primer, sehingga 
diperoleh data yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat desa. 
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih dari 1 tahun Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga dapat diketahui 
kecenderungan hasil penelitian dalam kurun waktu yang lebih lama. 
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lainnya agar lebih 
mengetahui faktor lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Desa. 
5. Penelitian selanjutnya, bisa melakukan penelitian yang sama terkait dana desa 
dengan metode lainnya yang mana penelitian terseut dapat menjadi referensi 
bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah desa. 
4.4.Implikasi 
Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan pengelolaan hasil kekayaan desa 
agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri termasuk belanja desa 
bidang kesehatan untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah 
daerah. 
Pemerintah desa juga harus mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana 
Desa dan Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan daerah secara 
optimal agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanjanya termasuk belanja 
desa bidang kesehatan. 
Pada tahun 2016 pengalokasian dana desa di desa-desa se-Kabupaten 
Sukoharjo sebesar 2,65% dengan standar deviasi sebesar 2,23% artinya dana desa 
yang di gunakan untuk belanja desa bidang kesehatan di desa-desa se-Kabupaten 
Sukoharjo belum maksimal. Hal ini disebabkan karena, penggunaan dana desa 
masih berfokus untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana dan 
prasarana desa. Sehingga pengalokasian dana desa sebesar 10% yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Desa yang 
menyatakan bahwa pemerintah harus mengalokasikan angggaran kesehatan 
sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, biaya tersebut 
dilakukan seecara efesien dan efektif, namun belum dilaksanakan oleh desa-desa 
se-Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo perlu membuat peraturan dan juga saran serta himbauan 
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untuk mendorong meningkatkan alokasi belanja kesehatan di desa-desa khususnya 
di Kabupaten Sukoharjo. 
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